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LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan fikih jinayah. Fikih
jinayah terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal fagiha,
yafgahu fighan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara
istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah
ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil-dalil
yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang
bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.® Sedangkan
Jinayah menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang
buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai
mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: Jinayah adalah
suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan
tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.?

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana
Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi jinayah sebagai berikut:Yang
dimaksud dengan jinayah dalam istilah syara’ adalah setiap perbuatan
yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan
yang oleh syara’ dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya
terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah

mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut

!Abdul Wahab Khallaf, 1lmu Ushul Al Figh, Ad Dar Al Kuwaitiyah, cet, V111, 1968, h. 11.
2Abdul Qadir Audah,At Tasyri’ Al Jina’l Al Islami, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Araby, tt, h. 67
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terbatas pada perbuatan yang dilarang.Abd al Qodir Awdah bahwajinayat
adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai
jiwa, harta benda, atau lainnya.

Secara umum, pengertian Jinayat sama dengan hukum Pidana
pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang yang
berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai
dan lain sebagainya.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana
dalam hukum Islam disebut dengan jinayah yakni suatu tindakan yang
dilarang oleh syara’ (Al Qur’an dan Hadis) karena dapat menimbulkan
bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegensia). Pengertian dari
istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam
pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para
fugaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan
yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan
sebagainya. Selain itu ada fugaha yang membatasi istilah jinayah kepada
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash,
tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman
ta’zir.. istilah lain yang sepadan dengan istila jinayah adalah jarimah, yaitu
larangan-larangan Syara’ yang diancam Allah dengan hukuman had atau
ta’zir.’

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian jinayah

mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ dan

*Djazuli, A, Figih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2000, h. 1
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diancam dengan hukuman had atau ta’zir. Larangan-larangan atas
perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari
ketentuan-ketentuan (nash-nash) syara’. Artinya, perbuatan-perbuatan
manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut
diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari Syara’, maka larangan-
larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat.
Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan
(khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami
pembebanan (taklif)dari syara’. Perbuatan-perbuatan merugikan yang
dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sbagai jinayah,
karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif. Dari
sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah. Perlu kiranya
saya cantumkan Unsur atau rukun jinayah trsebut yaitu:

a. Unsur formil yaitu, adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan
dan mengancamnya dengan hukuman.

b. Unsur materiel yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak
pidana (Jarimah), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap
tidak berbuat (negatif).

c. Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah
orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung
jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[6]

d. Unsur formil (al-Rukun al-Syar’i)

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung
merujuk kepada petunjuk al-Qur’an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi

Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara
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yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Saw.
memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai
dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan
masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh *“al-Kulafa’ar-Rasyidun”
sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral.
Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung
merujuk kepada al-Qur’an dan sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara
yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan
konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan
ijtihad. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang
tertulis selain al-Qur’an.”

Pada era Bani Umayyah (661-750) peradilan dipegang oleh
khalifah.”> Untuk menjalankan tugasnya, khalifah dibantu oleh ulama
mujtahid. Berdasarkan pertimbangan ulama, khalifah menentukan putusan
peradilan yang terjadi dalam masyarakat. Khalifah yang pertama Kkali
menyediakan waktunya untuk hal ini adalah Abdul Malik bin Marwan (26
H - 86 H/647 M -705 M). Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin
Abdul Aziz (63 H — 102 H/682 M - 720 M). Pada masa ini, belum ada
kitab undang-undang hukum pidana yang bersifat khusus. Pedoman yang
dipakai adalah al-Qur’an, sunah Nabi Saw., dan ijtihad ulama. Pengaruh

pemikiran asing juga belum memasuki pemikiran pidana Islam Perubahan

*Dts. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
*H. Sulaiman Rasjid, 1994 Figih Islam, Sinar Baru Algensindo:Bandung.
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terjadi pada abad ke-19 ketika pemikiran Barat modern mulai memasuki
dunia Islam.

Negara yang pertama kali memasukkan unsur-unsur Barat dalam
undang-undang hukum pidananya adalah Kerajaan Turki Usmani.
Undang-undang hukum pidana yang mula-mula dikodifikasi adalah pada
masa pemerintahan Sultan Mahmud 11 (1785-1839) pada tahun 1839 di
bawah semangat Piagam Gulhane. Dalam undang-undang ini ditentukan
bahwa setiap perkara yang besar, putusannya harus mendapat persetujuan
Sultan. Undang-undang ini kemudian diperbarui pada tahun 1851 dan
disempurnakan pada tahun 1858. Undang-undang hukum pidana ini
disusun berdasarkan pengaruh hukum pidana Perancis dan Italia. Undang-
undang hukum pidana ini tidak memuat ketentuan hukum pidana Islam,
seperti kisas terhadap pembunuhan, potong tangan terhadap pencurian, dan
hukuman rajam atas tindak pidana zina.

Perumusan undang-undang hukum pidana diikuti oleh Libanon.
Diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang bertugas membuat
rancangan undang-undang hukum pidana pada tahun 1944. Dalam
penyusunannya, Libanon banyak mengadopsi undang-undang hukum
pidana Barat seperti Perancis, Jerman dan Swis.

Allah menciptakan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban
manusia guna menghendaki terjadinya kedamaian dengan sesama
makhluk, Hukum Pidana Islam adalah hukum yang mengatur tindak
pidana, akan tetapi hukum pidana Islam dipandang sebagai hukum yang
tidak berkembang dan telah mati karenamenyajikan gisash dan hudud yang

dianggap sebagai hukuman sadis dan tidak manusiawi.Padahal semua
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umat Islam meyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang universal
rahmatan lil alamin.

Secara teori dalam mata kuliah hukum pidana islam, kita telah
mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa arab adalah jarimah
yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis
adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman had atau
ta’zir. Jariamah umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti
pencurian, pembunuhan, atau perkosaan. Dalam perbuatan jarimah ini
seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara
individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat
jarimah. Disini pemakalah akan membahas tentang percobaan melakukan
jarimah, mengenai pengertian jarimah, macam-macamnya, dan apakah
dalam melakukan percobaan jarimah akan dikenai hukuman atau tidak
menurut syariat islam.

Kata Jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah, yang berarti
perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab Al-jinayah dalam figih
Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (jarimah) dan
hukumnya. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan
ketentuannya dalam nash al-Qur’an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum
ta’zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-
Qur’an dan Sunnah Rasul. Hukum ta’zir menjadi wewenang penguasa
untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam figih
dengan istilah jinayat atau jarimah. Jinayat dalam istilah hukum Islam
sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Jinahah merupakan

bentuk verbal noun (mashdar) dari katajana. Secara etimologi
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jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan
perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara  terminologi
kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan
oleh Abd al Qodir Awdah bahwajinayat adalah perbuatan yang dilarang
oleh syara’ baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.

Menurut A. Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah Jinayah
mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut
terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fugoha’, perkataan
Jinayat berarti perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara’. Meskipun
demikian, pada umunya fugqoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk
perbuatan perbuatan yang terlarang menurut syara’. Meskipun demikian,
pada umumnya fugoha’ menggunakan istilah tersebut hanya untuk
perbuatan perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti
pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, terdapat fugoha’ yang
membatasi istilah Jinayat kepada perbuatan perbuatan yang diancam
dengan hukuman hudud dan gishash, tidak temasuk perbuatan yang
diancam dengan ta’zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat
adalah jarimah, yaitu larangan larangan syara’ yang diancam Allah dengan
hukuman had atau ta’zir. Namun secara umum Secara umum, pengertian
Jinayat sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang
mengatur perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan,
seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Jadi jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’
karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal

(intelegensi). Dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan
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Arab (KUHP RPA) terdapat tiga tindak pidana yang didasarkan pada
berat-ringannya hukuman, yaitu jinayah (jinayah yang disebutkan dalam
konstitusi dan  merupakan tindakan yang paling berbahaya.
Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat,
seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup, dalam Pasal
10 KUHP RPA). Janbah (perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih
dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati
atau hukuman seumur hidup, dalam pasal 11 KUHP RPA). Mukhalafah.
(jenis pelanggaran ringan yang yang ancaman hukumannya tidak lebih dari
satu minggu, dalam Pasal 12 KUHP RPA).
B. Dasar Hukum Pidana dan Acara Peradilan Islam

Peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah.
Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu
berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ kaum muslimin. Asas
hukum adalah suatu landasan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum
acara agar dapat ditemukan suatu putusan yang mencerminkan keadilan
dan kepastian hukum. Landasan hukum acara peradilan Islam adalah dasar
atau prinsip yang mengatur tentang berdiri atau berlakunya suatu hukum,
Peradilan Islam hadir bukan hanya sekedar tuntutan dari sekelompok
orang, melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah,
Tuhan semesta alam. Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang
kuat, yaitu berdasarkan Al-Qur’an, As-Sunnah dan ijma’ kaum muslimin.®

Berikut kami jabarkan dasar hukum acara peradilan islam

¢Asadulloh Al-Farug, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet. |, (Yogyakarta: Pustaka Y ustisia, 2009),
hal. 11-13.
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Landasan hukum peradilan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis
Prinsip keadilan merupakan perinsip ketiga dalam nomokrasi
islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber
dari  Al-Qur’an. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang
menggambarkan tentang keadilan, misalnya Dalam surah an-Nisa:135
perkataan al-Qist merupakan sinonim perkataan keadilan:
o BT BT S A e 154 el Lnall, B 14 & T il LD
1 541 % 5 55 ol A5 of Sl 5 S Tag, 51 66 108 31 G 3%
VYo 1l laad ay (&
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun
terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia
kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan.
a0 Al 55l o V5 BTl A (s 216 (0T 3 B atlles ) 3
Y il 13 5y B e 3 T e 0 G shomg ol )
Artinya : Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara
manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu,
karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya
orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang

berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
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Dalam ayat lain allah juga menjelaskan bagaimana cara
memutus perkara pidana Islam yang diterangkan pada surat Al-
Ma’idah ayat 48

A o 3 Tty B i s 080 5a G lels Uit el 31 28 93 5
P s 050 A ) ST 4206 e e 3 2650 o B Bl i
Artinya : Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu
kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap
kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut
apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan
yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-
Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Nabi Daud adalah sebagai pengganti tugasnya Nabi Adam
sebagai khalifah Allah. Karena Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi
Ibrahim, dari Ishaq dan Ya’kub melalui Bani Israil. Nabi Daud yang
kedudukannya sebagai khalifah Allah memerintahkan agar Nabi Daud
dapat menghukum seseorang dengan cara yang adil dan janganlah

memutuskan suatu perkara dengan sesuka hati. Jika seorang penguasa
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tidak menghukum secara adil, maka putuslah harapan orang banyak
yang ingin mendapat perlindungan dari hukum dan kekuasaan dapat
menyebabkan orang lupa dari asal-usul kekuasaannya di dapat
sehingga dia dapat sewenang-wenang terhadap hukum.

a. Landasan As Sunnah

Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar adanya

peradilan Islam adalah hadits dari Amru bin “Ash.
Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda
yang artinya:
“Apabila seorang hakim memutus perkara lalu ia berijtihad,
kemudian ijtihadnya itu benar, maka baginya mendapat dua
pahala, dan apabila hakim menghukum lalu ia berijtihad,
kemudian ijtihadnya salah maka baginya mendapat satu pahala.”
(HR. Muttafaq *Alaih)

Hadis tersebut menjelaskan tentang pahala yang dimiliki
oleh hakim yang berlaku adil dan bersungguh-sungguh dalam
melakukan ijtihadnya demi mencari kebenaran. Jika ijtihadnya
itu benar, ia akan mendapat pahala dua kali lipat dan jika
ijitihadnya itu salah, ia hanya mendapat satu pahala dari hasil
usahanya dalam berijtihad. Allah selalu menghargai usaha yang

dilakukan oleh seseorang muslim.
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b. Risalah Al-Qadha

Risalah al-Qadha adalah surat dari Umar bin Khattab

kepada Abu Musa Al-Ash’ari ra. bahwa naskah asas-asas hukum

acara ada 10 macam yaitu:’

1.

2.

9.

Kedudukan lembaga peradilan.

Memahami kasus persoalan dan memutuskannya.

Samakan pandangan anda kepada kedua belah pihak dan
berlaku adillah.

Kewajiban pembuktian.

Lembaga damai.

Penundaan persidangan

Kebenaran dan keadilan adalah masalah universal
Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan
penalaran logis.

Orang Islam haruslah berlaku adil.\

10. Larangan bersidang ketika sedang emosional.

C. Rangkaian Mekanisme Lembaga yang Berwenang Menyidik Komisi

Kejaksaan yang Melakukan Pelanggaran

Dewasa ini kita sering melihat beberapa kejadian peradilan yang

tak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti yang kita tahu bahwa

dalam permasalahan yang kami angkat dalam tulisan ini adalah ketika

Jaksa melakukan pelanggaran pidana berat atau ringan yang berakibat

M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah di
Indonesia, Cet. 111, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 89-94.
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pemecatan atau pemberhentian. Berikut kami coba menjelaskan bagimana
rangkaian penyelidikan jaksa yang melakukan pelanggaran pidana.

Jaksa sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta tugas-tugas lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan, Kejaksaan memerlukan adanya satu tata
pikir, tata laku dan tata kerja Jaksa dengan mengingat norma-norma
agama, susila, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai
kemanusiaan dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang
profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang
tinggi dan penuh tanggungjawab, senantiasa mengaktualisasikan diri
dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu
menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa
serta tidak bermental korup. Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa
menunjukkan pengabdiannya melayani publik dengan mengutamakan
kepentingan umum, mentaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin
Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat
publik lainnya dan sebagai anggota masyarakat selalu menunjukkan
keteladanan yang baik, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
yang hidup dan berkembang serta peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai lembaga kejaksaan adalah berbicara mengenai
lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam menegakkan
hukum khususnya dalam bidang peradilan. Dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum,

ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan
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mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta
wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Dalam tugas dan kewajiban yang sangat luas dan
kompleks ini, kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam
proses pembangunan antara turut menciptakan kondisi dan prasarana yang
mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta
berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan
pemerintahan dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui
penegakan hukum.

Secara normatif (das solen) tugas dan kewajiban kejaksaan dapat
dikatakan hal yang semurna, mencakup hal yang cukup luas. Kejaksaan
atau khususnya jaksa mempunyai kedudukan sebagai wakil negara dalam
bidang peradilan. Tugas mewakili negara adalah hal yang sangat penting
terutama kaitannya dengan kewibawaan negara serta dengan hukum itu
sendiri. Akan sangat maju dan baik peradilan di Indonesia jika tugas dan
kewajiban dari lembaga kejaksaan itu dilaksanakan dengan baik, dalam
artian tetap menjaga idealisme lembaga kejaksaan sebagai penegak
keadilan walaupun berhadapan dengan realita kehidupan. Dalam
kenyataan (das sein) citra lembaga kejaksaan tidak sebaik dan seindah
tugas dan kewajibannya yang sangat ideal. Mafia peradilan, itulah istilah
yang kini cukup populer dibicarakan di masyarakat. Bagaimana tidak,
lembaga kejaksaan yang harusnya menegakkan hukum justru
menggunakan hukum sebagai lahan usaha. Nilai-nilai keluhuran hukum

tidak lagi dijunjung tinggi. Dalam menangani suatu kasus di peradilan
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tidak jarang aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, jaksa, dan
penasihat hukum “main mata.” Hukum pun dipermainkan untuk
kepentingan mereka sendiri. Masyarakat yang tidak tahu tentang aturan
hukum pun mudah untuk dipermainkan. Sistem peradilan menjadi jauh
dari asas-asas peradilan. Biaya menjadi membengkak, waktu lama, dan
bertele-tele. Kurang uang hukuman panjang. Itulah istilah yang juga cukup
populer. Menggambarkan betap hukum itu dijadikan komoditas lahan
usaha untuk aparat penegak hukum.

Pemberhentian secara tidak terhormat kepada jaksa yang
melekukan pelanggaran diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian
Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan
Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsionallaksa Yang
Terkena Pemberhentian pada Pasal 5, 6, 7, 8 dan 9.2

D. Tugas dan Fungsi Komisi Kejaksaan

Hampir seluruh negara modern di dunia ini mempunyai sebuah
institusi yang disebut dengan istilah ”kejaksaan”, yang mempunyai tugas
utama melakukan penuntutan dalam perkara pidana ke pengadilan. Istilah
”jaksa” atau “kejaksaan” sebagai institusi dalam bahasa Indonesia tidaklah
mudah untuk dipersamakan dengan istilah yang sama dalam berbagai
bahasa. Dalam bahasa Inggris dibedakan antara “attorney general” dengan
”public prosecutor”. Istilah pertama diartikan sebagai ”jaksa agung” dalam

bahasa Indonesia, sedang yang kedua diartikan sebagai ”penuntut umum?”.

® Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Jaksa Dengan
Hormat, Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan Pemberhentian semntara Serta hak Jabatan
Fungsional Jaksa.



35

Demikian pula dalam Bahasa Belanda, dibedakan antara “officer van
justitie” untuk istilah “jaksa” dan “openbaar aanklager” untuk “penuntut
umum”. Sementara dalam Bahasa Melayu Malaysia digunakan istilah
”peguam negara” untuk jaksa, dan “pendakwa raya” untuk “penuntut
umum”, yang kesemuanya berada di bawah Jabatan Peguam Negara.
Jabatan ini adalah semacam Direktorat Jenderal di bawah Kementerian

Dalam Negeri.Tugas dan Fungsi Kejaksaan yaitu:

a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan
daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia.
Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung Yyang
merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi
kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan
wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan
diberhentikan oleh presiden.

b. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah
hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh
seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan
penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

c. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah
hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri
dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan
pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin,

mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah


https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Agung
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaksa_Agung
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_tinggi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri
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hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang
Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan

Negeri.

Pada bagian pertama Peraturan Presiden No 18 Tahun 2011
Pasal 2 tentang kedudukan menyebutkan bahwa komisi
Kejaksaanmerupakanlembaga non struktural yangdalam
melaksanakan tugasdanwewenangnyabersifatmandiri serta

komisikejaksaanberadadibawahdanbertanggungjawabkepadaPresiden.

Pada bagian ke dua Perpres No 18 Tahun 2011 Pasal 3

menyebutkan:

1) Melakukanpengawasan,pemantauandanpenilaianterhadapkinerj
adanperilaku  Jaksadan/ataupegawai Kejaksaandalam
melaksanakantugasdan wewenangnya Yyangdiaturdalam
peraturanperundang-undangandankodeetik;

2) Melakukan
pengawasan,pemantauandanpenilaianterhadapperilaku
Jaksadan/atau pegawaiKejaksaanbaikdidalam maupundiluar
tugaskedinasan;dan

3) Melakukan pemantauandanpenilaianataskondisiorganisasi,
tatakerja,kelengkapan
saranadanprasarana,sertasumberdayamanusiadilingkunganKeja

ksaan.

Jadi jelas sudah tentang tugas dan wewenang kejaksaan, jika
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ada oknum jaksa yang melakukan penyelewengan tugas maka dapat

diproses lebih lanjut.

1.

Peraturan yang menyebutkan syarat menjadi anggota
komisi Kejaksaan

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu
mengetahui apa saja syarat-syarat menjadi seorang jaksa itu.
Menurut Pasal 9 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU
Kejaksaan”), syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa
adalalah:

a.  warga negara Indonesia;

b.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.  setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

d.  berijazah paling rendah sarjana hukum;

e.  berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan
paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

f.  sehat jasmani dan rohani;

g.  berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h.  pegawai negeri sipil.

Dari sini kita bisa tahu bahwa syarat menjadi jaksa
adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Ini
artinya, seseorang yang bergelar magister ilmu hukum atau S2
ilmu hukum tentu saja bisa mencalonkan diri sebagai jaksa,

asalkan ia telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18972/nprt/537/uu-no-16-tahun-2004-kejaksaan-republik-indonesia
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(mengingat S2 hukum bisa saja S1 yang diambil sebelumnya
bukan dari bidang hukum). Namun, walaupun ia bergelar S2 di
bidang ilmu hukum, ia wajib memenuhi persyaratan-

persayaratan lainnya sebagai jaksa.





